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7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4184); 

8. Peraturan l^emerintah Noinor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaluran 
Air (Lembaran Ncgara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3225) ; « 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tcntang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ; 

10. Peraiuran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tcntang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi .scbagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Ncgara Nomor 3952); 

11. Pcraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retnbusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4139); 

12. Peraturan PcmerinUih Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan 
Kualitas A i r dan Pengendalain Pencemaran Air (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); ' 

13. Kepulusan Presiden P.epublik Indonesia Nomor 64 Tahun 1972 
tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotennal 
Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas; 

14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Hnergi Nomor 
03/P/M/Pertambang/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 

15. K.eputusan Mcnteri Encrgi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
1451. KJ 1 0 / M E M / . 2 0 0 0 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 

16. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Penyusunan dan Maleri Muatan Produk-poduk Hukum Daerah; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Bentuk Produk-poduk Hukum Daerah; 

18. ICeputusan Menteri Daiam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

19. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang 
Lembaran daerah dan Berita Daerah; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 67 Tahun 2002 
tenlang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kola; 

21. Keputusan Menteri Ncgara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 
2002 tentang Pedoman Pelaksanaiin Upaya Pengclolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nonior 3 Tahun 2003 
lentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupalen Rote Ndao Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001). 



Uengaii pcrsctujuan 

"DEWAN I > E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K A B l l P A T E N R O T E N D A O 

M E M I I T I J S K A N : 

Mcnctapltan : I ' E R / V T U R A N D A E R A l i K A B U P A T E N R O T E N D A O T E N T A N G 
P E N G E L O L A A N A I R B A W A H T A N A H 

; B A B I 
I K E T E N T U A N U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. -Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserla Perangkat Daerah Olonom lainnya sebagai 

badan eksekutif daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao; 
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Rote Ndao; 
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupatcn Role Ndao; 
6. Pcnyidik Pcgavvai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pen'\crinlah Kabupaten Rote Ndao; 
7. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air 

dibawah permukaan lanah, lermasuk mala air yang muncul secara alamiah diatas 
permukaan lanah; 

8. Akuifer alau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah pennukaan 
tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ckonomis; 

9. Cekungan air bawah tanah adalah sualu wilayah yang dibatasi oleh batas ~ batas 
• hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pcngimbuhim, 

pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung; 
10. Wilayah Cekungan air bawah tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah 

lanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah; 
11. Pengelolaan Air bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arli luas mencakup segala 

kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemaniaatan, perijinan, pembinaan , pengendalian 
dan pengawasan scrta konsen/asi Air Bawah Tanah; 

12. Pengambilan A i r Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah 
tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya; 

13. Hak Guna Air Bawah Tanah adalah hak untuk m.emperoleh, memakai dan atau 
mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertcntu; 

14. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah lanah detail untuk 
mcnclapkan lebih Iclil i / seksama tentang sebaran dan karakterislik sumber air terscbut, 
melalui penguboran eksplorasi air bawah lanah dan survey geofisika; 

15. Konscrvasi Air Bawah Tanah adalah pcngelolaan Air Bawah Tanah untuk mcnjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya 
dengan teiap niemclihara serta mempertahankan mutunya; 

16. Peleslarian Air Bawah Tanah adalah upaya mempertahankan keleslarian kondisi dan 
lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan; 

17. Pcrlindungan Air Bawah Tanah adalah upaya menjaga kcberadaan dan mencegah 
lerjadinya kerusakan kondisi lingkungan air bawah lanah; 

18. Pemcliharaan Air Bawah Tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah lanaii 
sesuai fungsinya; 
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'.9. Pengendaiian Kerusakan Air Bawah Tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi 
kcrusakan air bawah tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti 
semula; 

20. Pengendaiian Pencemaran Air Bawah Tanah adalah upaya mencegah dan 
penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memuUhkari air bawah tanah untiik 
menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air; 

21. Pemulihan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi 
kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula; 

22. Rehabilitasi A i r Bawah Tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan 
lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kuantitas dan atatf' 
kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula; 

23. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan untuk menegetahui cekungan dan potensi 
air bawah tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi air 
bawah tanah; 

24. Pendayagunaan air bawah lanah adalah pemanfaalan air bawah tanah secara optimal 
dan berkelanjutan; 

25. Penatagunaan Air Bawah Tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan 
dan penggunaan air bawah tanah; 

26. Penyediaan Air Bawah Tanah adaUih upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya 
air untuk,memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai; 

27. Penggunaan Air Bawah Tanah adalah Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; 
28. Pengcmbangan Air Bawah Tanah adalah upaya meningkatkan kemanfaatan fungsi air 

bawah lanah sesuai dengan daya dukungnya; 
29. Pengusahaan Air Bawah Tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah untuk tujuan komersial, 
30. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk, 

bimbingan, pelalihan dan penyuluhan dalani pelaksanaan pengelolaan Air Bawah 
Tanah; 

31. Pengendaiian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan 
pemaniauan pengambilan Air Bawah Tanah uniuk menjamin pemanfaalnnya secara 
bijaksana demi menjaga kesinambungan keiersediaan dan mutunya; 

32. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mcnjamin tcrcapainya nelaksanaan 
leknis dan administrasi pcngelolaan Air Bawah Tanah; 

33. Persyaratan tcknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan 
kegialan di bidang Air Bawah Tanah; 

34 Pemantauan Air Bawah Tanah adalah Pengamalan dan pencataian secara menerus atas 
pcrubahan kualilas , kuanlilas dan lingkungan air bawah tanah, yang diakibatkan oleh 
pcrubahan lingkungan dan atau pcngambilan air bawah lanah; 

35. Sumur Paniau adalah sumur yang dibuai untuk memantau kedudukan muka dan aiau 
mutu air bawah tanah pada akuifer terlentu. 

36. Jaringan sumur paniau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan 
kebutuhan pemantauan terhadap air bawah lanah pada suatu cekungan tertentu ; 

37. Sumur Bor adalah Sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun 
manual; 

38. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan diakibat oleh sesualu kegialan; 
39. Pcnccmaran Air Bawah Tanah adaiah masuknya alau dimasukkannya unsur, zat, 

kompon-.-n Cisika. kinua atau bioiogi kcdalam Air Bawah Tanah oleh kegiatan manusia 
atau oleh proses alami yang mcngakibalkan mutu Air Bawah Tanah turun sampai 
kelingkac tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya; 

40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( A M I ^ A L ) adalah kajian mengenai dampak 
besar dan pcnling sualu usaha atau kegialan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
yang diperiukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan 
alau kegialan; 

41. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UK.L ) adalah dokumcn yang mengandung upaya 
penanganan dampak lerhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan; 



2. Upaya PcmaiUavian Lingkungaii ( U P L ) adalah dobmieti yang menganduug upaya 
pcmanvauan k.omponev\u hvdup yang lerkena dampak. akibat. dari kegiatan; 

3. izin Eksplorasi air bawah tanah adalah izin penyelidikan air hawah laiiah, melalui 
kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika; 

U . Izin Pengcborar. air bawah lanah adalah i'/.in uniuk melakukan cksplorasi dan atau 

eksploiiasi air bawah tanah; 
45. Izin Pengambilan air bawah lanah adaiah izin pengambiiaii dan atau pemant'aatan air 

bawah lanali untuk bcrbagai keperluan; 
46. Izin Penurapan mala air adalah izin untuk melakukan penurapan mata air; 
47. Izin pengambilan mata air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata 

air untuk berbagai keperluan; 
48. Izin Pengusahaan Aii- Bav^'ah Tanah adalali izin Pengariibilan dan Pemanfaatan air 

bawah lanan untuk tujuan komersia!; 
49. jzin Perusahaan J'engcboran Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan kepada 

perusahaan yang bergerak dibidang pemboran air bawah tanah, 
50. Izin JuiTi Bor adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang beitindak sebagai 

penanggung jawab tcknik dalam kegiatan pengeboran; 
51. Daerah Imbuhan Imbuhan Air Bawah Tanah (Recharge area) adalah suatu v/ilayah 

peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu 
cekungan air bav/ah tanah; 

52. Daerah Lepasan Air Bawah Tanah (Discharge area) adalah suatu wilayah dimana 
proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada sualu cekungan air bawah 
tanah;. 

> t 

J I I B A B I ! 
j ; * R U A N G L I N G K U P 

Pasal 2 

) Pengelolaan A i r Bawah Tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudlcan 
kemanfaalan air bawah tanah yang berkelanjutan, kesinambungan ketersediaan dengan 
mencegah dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanali; 

,) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini nieneakup wewenarig dan tanggung jawab, 
kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendaiian, kewajiban, larangan, 
retribusi pcngambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. 

B A B in 

W E W T E N A N G D A N T A N G G U N G J A V V A B 

Pasal 3 

) Wewenang dan tanggungJawab .Bupati dalam pengelohian air bawali lanah mehputi: 
a. Mcnelapkan kcbijakan pengeloiaan air bawah tanah di Kabupatcn bcrdasarl<an 

kebijakan air bawah lanah Nasional dan Propinsi dengan memperhatikan 
kepentingan Kabupaten; 

b. Meneiapkan pola pengelolaan air bawah tanah pada wilayah cekungan air bawah 
tanah yang berada utuh diwilayahnya berdasarkan pada prinsip keterpaduan antara 
air bawah tanah dan air pemiukaan; 

c. Menyelenggarakan invenlarisasi, konscrvasi dan pendayagunaan air bawah tanah, 
dalam rangka pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijalam, pedoman, prosedur, 
standarl porsyaralan dan luileria dibidang air bav>'ah tanah yang ditetapkan oleh 
Pemerinlah; 

d. Merumuskaii dan menetapl-:iir- zona konscrvasi air bawah tanah dalarn cekungan 
yang berada utuh diwilayahnya; 



c. Menyiapkan kelcmbagaan suniberdaya inanusia, sarana dan peralaian, serta 
pcmbiayaan yang nicndukung pcngelolaan air bawah tanah; 

['. Mclaknkan pcniantauan, pengendahan dan pengawasan dahim rangka pengelolaiin 
air bawah tanah; 

g. McngaUir perunlukan peinanlaaian air bawah lanah diwilayah cekungan air lanah 
yang berada uluh dalam wilayahnya; 

h. Memberikan i/.in [>engeboran ekspiorasi dan eksploitasi air bawah tanah, izin 
pengambilan air bawah tanah, izin penurapan, izin pengambilan mata air, izin 
pengusahaan air bawah tanah, izin Juru Bor dan izin Perusahaim Pengeboran Air 
Bawah Tanah; 

i. Menelapkan dan mengalur jaringan sumur pantau dalam wilayah cekungan air 
bawah lanah yang berada uluh diwilayahnya; 

j . Mengelola data dan informasi air bawah lanah; 
k. Mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan 

pengendaiian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air bawah tanah; 
I . Melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air bawah tanah yang 

diperbantukan oleh Pemerintah. 
(2) Bupali mcmpunyai kewenangan dapat menangguhkan setiap Pengambilan Air Bawah 

Tanah yang mengganggu keseimbangan Air Bawah Tanah setempal dan atau terjadinya 
kerusakan lingkungan; 

(3) Wewbnang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pcrtambangan dan Energi; 

(4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) pasal ini, Kepala Dinas Pcrlambangan dan Encrgi bcrkoordinasi dengan Dinas 
insiansi lerkait. 

* 

BAI5 I V 
K E G I A T A N P E N G E L O L A A N 

Bagian Pertama 
Inventarisasi A i r Bawah Tauah 

Pasal 4 

(1) Inventarisasi air bawah lanah mclipuli kegiatan pemctaan, penyelidikan, penelitian, 
eksplorasi serla evaluasi data air bawah lanah uniuk mencnlukan : 
a. Perencanaan air bawah lanah, 
b. Seharan cekungan air bawah tanah; 
c. Daerah imbuhan dan lepasan; 
d. Geometri dan karakteristik akuifer; 
c. Neraca dan potensi air bawah tanah; 
i". Pengambilan air bawah tanah. 

(2) Kegiatan inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air 
bawah lanah dan disajikan pada pela skala lebih besar dari I : 100.000; 

(3) Hasil inventarisasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 
digunakan sebagai dasar penyusunan rencana konservasi dan pendayagunaan air bawah 
lanah. 



Uagian kcdua 
IConscrvasi 

Pasal 5 

(1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan Air Bavvah Tanah, iingkungan keberadaannya dan 
lingkungan sekitarnya, seria untuk perlindungan dan pelestarian Air Bawah Tanah, maka 
perlu dilakukan upaya konser\'asi Air Bawah Tanah; 

(2) Konservasi air bawah tanah bertumpu pada asas pemantaatan kesinambungan, 
ketersediaan dan kelestarian air bawah tanah serta lingkungan keberadaannya; 

(3) Pelaksanaan konservasi Air Bawah Tanah didasarkan pada : 
a. Kajian identifikasi dan evaluasi cekungan Air Bawah Tanah; 
b. Kajian kawasan imbuh ( recharge area) dan lepasan {discharge area)\ 

c. Perencanaan pemantaatan; 
d. Inlbrmasi hasil pemantauan perubahan kondisi A i r Bawah Tanah. 

Pasal 6 

(1) Konservasi dilakukan meliputi : 
a. Penentuan zona konservasi air bawah tanah; 
b. Perlindungan dan pelestarian air bawah tanah; 
c. Pengawetan air bawah tanah; 
d. Pemulihan air bawah tanah; 
c. Pengendaiian pencemaran air bawah tiuiah; 
t". Pengendaiian kerusakan air bawah tanah. 

(2) Konserv'asi air bawah tanah dilakukan secara mcnyeluruh pada v/ilayah cekungan air 
bawah tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air bawah tanah dan atau 
perubahan hngkungan; 

(3) Konservasi air bawah lanah harus mcnjadi salah satu pertimbanuan dalam percneanaan 
pendayagunaan air bawah lanah dan perencanaan lata ruang wilayah. 

Pasal 7 

( l ) l . jnu ik menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air bawah 
lanuh: 

vl) Pi^manlauan \\\\h lav:ah sebagaimana dimaksud pada ayal ( I ) pasal \\\u 
vmUik uxengeluluu perubahari kualilas, dan dampak lingkuugun akibal pA;ngun\biU'.n dan 
pciuunraalun air bawah lanah dan alau perubahun lingkungau; 

( 3 ) Pemantauan air bawah lai\ah scbagaimana dnnaksud pada ayal ( 1 1 niolipuli . 
a. Peinaniauari perubahan kedudukan muka air bawah lanah; 
b. Pemaniauan pcrubahan kualilas air bawah lanah; 
c. Pemaniauan pengambilan pemanfaatan air bawah tanah; 
d. Pcmaniauan pencemaran air bawah tanah; 
c. Pemantauan pcrubahan debit dan kualitas air mala air; 
f. Peinantauan perubahan lingkungan air bawah tanah. 

(4) Pcinaniauan sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dilakukan dengan cara : 
a. Membuat sumur panuiu; 
b Mengukur dan mencatai kedudukan nnika air bawah lanah pada sumur paniau dan 

alau sunuir produksi terpihh; 
c. Mengukur dan mencatat debit mala air; 
d. Memcriksa silat Hsika, komposisi kimia, dan kandungan bioiogi air bawah tanah pada 

sumur pantau, sumur produksi dan m.ala air; 
e. Memeiakan perubahan kualitas dan alau kuantiias air bawah uuiah, 
f Mencalat jumlah pcngambilan dan pemanfatan air bawah tanah; 
g. Mengamati dan mcngukur perubahan Hsik akibat pengambilan air bawah tanah. 

(5) Pemantauan air bawah tanah sebagaimana diniaksud pada ayat (3) dilakukan secara 
bcrkala sesuai dengan jcni:-; kegiatan pcmaniauan. 
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Pasai 8 

( 1 ' Semua pihak. yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air bavvah tanah perlu 
melaksanakan konservasi an' bawah tariah; 

(2) Seliap pemegang izm pengambilan air bawah tanah, izin pemganibilan mata air dan izin 
pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah; 

',3) Kcgiaian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan berpotcnsi mengubah 

aiau meru5ak kondisi dan iingkungan air bawah tanah wajib diserUii dengan upaya 
konservasi atr bawah lanah; 

(4) Bupali melukukan penentuan dan pcrlindungan daerah imbuhan pada wilayah cekungan 
air bawah tanah yang berada utuh dalam Kabupaien Rote Ndao. 

liagian kctiga 
Perencanaan Pendayaj^uniuui A i r Bawuh Tanah 

Pasal 9 

(1) l<.egiaian perencanaan pendayagunaan Air Bawah Tanah dilaksanakan sebagai dasar 
pengelolaan dan evaluasi pengelolaan Air Bawah Tanah pada satuan wiiayah cekungan 
Air Bawah Tanah; 

(2) Kcgiatan Pcrencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah dilakukan dalam langka 
pengendaiian, pcngambilan dan pemanfaatan air bawah lanah; 

(3) Kegialan Perencanaan Pendayagunaan air bawah lanah sebagaimana dimaksud pada ayal 
( I ) pasal ini, didasarkan pada hasil inventarisasi dengan memperhatikan konservasi air 
bawah tauii.h; 

(4) Dalam mclaksanakan pcrencanaan pendayagunaan air bawah laiiah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib mtlibatkan peran serta masyarakat; 

i'j) l-lasil perencanaan pendayagunaan air bawah lanah sebagimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan saiah i;aui dasar dalam penyusunan dan penetapan roncana lata ruang wilayah. 

* Bagian Keenipat 
Pcrnntukan Penianfaatan 

: \l 10 

(1) Peruniukan pemaniaatan air bav/ah lanah uniuk kcperluan air minum merupakan prioritas 

uiama dialas scgala keperluan lain; 
(2) Urulan prioritas pcrunlukan air bawah lanah adalah sebagai berikul: 

a. Air Ivi'inum; 
b. Air uniuk rumah tangga; 
c. Air uniuk pelernakan dan pertanian sederhana; 
d. Air uniuk iiuhisiri; 
e. Air uniuk irigast; 
f. Air uniuk' pcrlambangan; 
g. A i r untuk usaha perkolaan; 
h. Air uniuk kepenlmgan lain. 

(3) Urutan prinritas perunlukan pemanfaalan Air Bawah Tanah sebagaima.na dimaksud pada 
aval (2) pasal ii\ dapal bcrubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi 
setcmpat; 

(4) Peruntukan pcmanlaatcin untuk keperluan selain air minum dapal menggunakan Air 
liawah Tanah apabila lidak dapat dipenuhi dan sumber lainnya. 



J U A B V 
, P E R I Z I N A N , P E R S Y A I U T A N OAN J A N G K A W A K T I I 

i Uagian Pertama 
j Pcrizinan 

\l 11 

(1) Setiap orang atau badan usaha yang mclakukan kegiatan Pengelolaan Air Bawah Tanah, 
wajib mendapat izin dan Bupati atau pejabat yang dilunjuk; 

(2) Izin scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari: « 
a. Izin Eksplorasi Air Bavvah Tanah ( S I E A B T ) ; 
b. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah ( S I P ) ; 
c. Izin Penurapan Mata Air ( S I P ) ; 
d. Izin Pengambilan Mata Air ( S I P M A ) ; 
e. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah ( S l P A ) ; 
f. Izin Pengusahaan Air Bawah Tanah ( S I P A B T ) ; 
g. Izin Juru Bor ( S U B ) ; 
h. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah ( S I P P A T ) . 

(3) Bentuk izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati; 
(4) Izin Penurapan mata air dibenkan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak 

mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan 
masyarakat sekititrnya. 

' Pasal* 2 

(1) Pengambilan air bawah tanah untuk kepertuan air minum dan air rumah tangga tidak. 
diperiukan izin; 

(2) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi: 
a. Pengambilan dengan sumur gali; 
b. Pengambilan dengan dibawah 100 M^/bulan dan menggunakan pipa lebih kecil dari 

I '/2 inci. 

} \

Bagian Uedua 

Pcrsyaratan / 

Pasal 13. 

Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 11 terdiri dari: 
(1) Pennohonan izin cksplorasi air hawali tanah (S lEABT)harus dilampiri: 

a. Maksud dan tujuan kegiatan; 
b. Rencana kcrja dan peralatan; 
c. Peta topografi skala I : 50.000 yang mencantumkan lokasi rencana eksplorasi air 

bawah lanah; 

d. Daftar tenaga ahli dibidang air bawah tanah; 
c. F'oto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Aar Tanah (S IPPAT) , Surat Tanda 

Instalasi Bor ( S T I B ) dan Surat Izin Juru Bor ( S U B ) yang sah j ika akan melakukan 
pengeboran eksplorasi air bawah tanah yang dilaksanakan oleh Badan Usaha; 

r Salinan alau foto copy S T I B dan S U B yang sah j ika akan melakukan eksplorasi air 
bawah lanah yang dilaksanakan oleh Instansi / Lembaga Pemerinlah. 

{ ! ) Permohoruvn izin pangeboran air hawaii tunah (S IP) harus dilampiri: 

u. PcVd situasi skala I . 10.000 aiau 1 . 50.000 yang memperlihatkan lil ik lokasi tencana 
pengeboran air bawah tanah. 



b. Intbrmasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah; 
c. Foto copy Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah ( S I P P A T ) , Surat Tanda 

Instalasi Bor ( S T I B ) dan Sural Izin Juru Bor ( S U B ) yang masih berlaku, 
d. Tanda bukti kepemilikan 1 (saiu) buah sumur paniau yang dilengkapi dengan alat 

perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder - A W L R ) , bagi 
pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air bawah tanah 
sama alau lebih besar dari 50 (lima puluh) liter / detik dari satu atau beberapa sumur 
pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar. 

(3) Permohonan izin pengambilan air bawah tanah ( S l P A ) harus dilampiri : 
I a. Sural izin Pengeboran (SIP) ; 
f b. Gambar penampang litologi/batuan dan hasil rekaman logging sumur, 

c. Gambar bngan penampang penyelesaian konsiruksi sumur borj 
d. Berita acara pengawasan pemasangan konstruksi sumur bor; 
e. Berita acara uji pemompaan; 
f. Laporan uji pemompaan; 
g. Dokumcn U K L dan U P L untuk pengambilan kurang dari 50 liter / delik dan;dokumen 

A M D A l . untuk pengambilan lebth dari 50 liter/detik : 
h. Hasil aitalisis Bakieriologi, tlsika dan kimia air bawah lanah. 

(4) Permohonan izin Penurapan (SIP) harus dilampiri: 
a. Peta siluasi skala 1 : 10.000 aiau lebih besar; 
b. Informasi mengenai rencana penurapan mala air dilengkapi gambar rancang bangun 

rencana [X:nurapan mata air yang telah disetujui instansi yang bcrwenang; 
c. Dokumcn U K L dan U P L uniuk pengambilan kurang dari 50 liter / detik dan dokumen 

A M D A L untuk pcngambilan lebih dari 50 liter / detik. 
(5) Permohonan izin pengambilan mata air ( S I P M A ) harus dilampiri 

a. Izin peiuirapan. 
b. Gambar penyelesaian konsiruksi bangunan penurapan; 
c. Berila acara pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan penurapan; 
d. Hasil analisis Bakleriologi, fisika dan kimia air. 

- (6) Permohonan izin pengusahaan air bawah lanah ( S I P A B T 1 harus dilampiri : 
a. S I T U ; 
b. K T P ; 
c. Peta Lokasi; 
d. NPWP: 
e. Hasil analisis Bakteriologi, fisika dan kimia air; 
f. Dokumen U K L dan U P L . 

(7) Pcrmohonan (zm Juru Hor ( S U B ) air bawah tanah harus dilampiri : 
a. Salinan ijazah calon juru bor dengan pendidikan paling rendah S M U atau sederajat; 
b. Pengalaman kerja caton juru bor lebih dari 3 (liga) tahun dibidang pengeboran air 

bawah lanah (dilengkapi dengan bukti - bukti pengalaman kerja); 
c. Pas foto Juru Bor ukuran 2 x 3 cm, sebanyak 3 (liga) lembar; 
d. lotocopy S'TP calon juru bor, 
e. Seriiilkasi ketrampilan kerja dan serliflkal keahlian kerja asosiasi dan telah 

diregisirasi oleh L P J K . 
(8) Permohonan izinperusahaaanpengeboran air bawah lanah ( S I P P A T ) dilampiri : 

a. Sural pernyataan kepemilikan instalasi bor bermeterai . 
b. F'Oto instalasi bor berukuran 9 x 1 2 cm dan 4 x 6 cm, masing masing sebanyak 3 (tiga) 

lembar; 
c. Data teknis instalasi bor; 
d. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi badan usaha yang dikcluarkan 

oieh asosiasi dan lelah diregistrasi di L P J K . 
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Hagian Ketiga 
Jiingka Waktu 

Pasal 14 

(1) Jangka waktu izin eksplorasi air bawah (anah (SIEABT) adalah 1 (satu) tahun dan 
dapat diperpanjang; 

(2) Jangka waktu izin pengeboran air bawah tanah (S IP) adalah 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang; 

(3) Jangka waktu izin penurapan mata air (SIP) adalah 1 (satu) tahun dan dapat 
diperpanjang; * 

(4) Jangka waktu izin pengambilan air bawah tanah ( S l P A ) adalah 3 (tiga) tahun dan 
setiap tahun wajib daftar ulang; 

(5) Jangka waktu izin pengambilan tmta air ( S I P M A ) adalah 3 (tiga) tahun dan setiap 
tahun wajib daftar ulang; 

(6) Jangka waktu Pengusahaan air bawah tanah ( S I P A B T ) adalah 3 (tiga) tahun dan 
setiap tahun wajib daftar ulang; 

(7) Jangka waktu iiin Juru Bor ( S U B ) adalah 3 (liga) tahun dan setiap tahiin vvajib daftar 
ulang; 

(8) Jangka wakiu izin Perusahaan Pengeboran Air DawaliTanah ( S I P P A T ) 3 (tiga) tahun 
dan setiap tahun wajib dafiar ulang. 

Pasal 15 

(1) Wajib dafiar ulang sebagaimana dimaksud pasal 14 yang berbadan hukum harus 
mclengkapi : 
a. Biodaia Perusahaan ( A K T E . S IUP , S I T U , NPWP. R E F . B A N K ) 
b. K T P 
c. Hasil Analisis Baktereologi, fisika dan kimia air; 
d. Dokumen Amdal atau U K L dan U P L . 

(2) Wajib daliar ulang sebagaimana dimaksud pasal 14 yang bukan berbadan hukum harus 
melengkapi : 
a. S I T U 
b. K T P 
C- Hasil Analisis Baklcrcologi, fisika dan kimia air; 
d. Dokumcn Amdal atau U K L dan U P L . 

Pasal 16 

(1) Izin pengelolaan air bavvah tanah sebagaimana dimaksud pada ayal (2) pasal 11 dapal 
diberikan kepada : 
a. Instansi Pcmcrintah; 
b. Badan Usaha Mil ik Negara; 
c. Badan Usaha Milik Daerah; 
d. Badan Usaha Swasta; 
e. Koperasi; 
f. Perorangan. 

(2) Izin pcngclolaan air bawah lanah yang dibcrikan kepada Badan Usah.a swasta / kof^rasi / 
perorangan tidak dipcrbolchkan melakukan pemasangan jaringan perpipaan distribusi air 
bersih ke konsumcn atau pclanggan rumah tangga. 



B A B V I 
I C E W A J I B A N 

Pasal 17 

; i ) Pemegang Izin wajib melaporkan banyaknya produksi air bawah tanah yang digunakan 
setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepad;i Direktur Jenderal 
Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Gubemur; 

[2) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, pengambilan mata air, pengusahaan air, 
juru bor dan izin perusahaan pengeboran air bawah tanah mendaftarkan diri setiap 
tahun; 

[3) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin 
pengusahaan air bawah tanah wajib melakukan analisis kualitas air secara berkala 6 
(enam) bulan sekali; 

;4) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan izin 
pengusahaan air bawah tanah wajib mencegah terjadinya pencemaran air dan 
pencemaran lingkungan hidup sekitarnya; 

(5) Pemegang izin pengambilan air bawah tanah, izin pengambilan mata air dan irin 
pengusahaan air bav/ah tanah wajib menjaga kelestarian sumber air; 

(6) Pemegang izin pengambilan air bawah lanah, izin pengambilan mata air dan izin 
pengusahaan air bawah tanah wajib melaksanakan konservasi air bawah tanah 
sebagaimana dimaksud pasal 5 dan pasal 6 Pcraturan Daerah ini; 

(7) Membayar pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah; 
(8) Menyampaikan laporan pengambilan air secara berkala, 
(9) Melaporkan hasil rekaman sumur pantau. 

Pasal 18 

(1) Pelaksanaan pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air bawah tanah harus dapat 
diselesaikan selambalnya - lambatnya 1 (satu) lahun sejak izin Pengeboran air bawah 
tanah dikeluarkan; 

(2) Apabila dalam jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapal 
diselesaikan, maka pemegang izin harus menyampaikan alasan - alasan yang dapat 
dipcrtanggung jawabkan kepada Bupali. 

Pasal 19 

11) Pengeboran cksplorasi dan cksploiiasi air bawah tanah hanya dapal dilaksanakan oleh ; 
a. Insiansi Pemcrinlah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang air bawah 

tanah. 
b. Perusahaan pengeboran air bawah tanah yang memiliki izin. 

(2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini harus 
merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi 
pengeboran air bawah lanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air bawah tanah. 

B A B V I I 
l A R A N G A N 

Pasal 20 

Pemegang izin dilarang : 
(1) Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air / alat ukur debit dan 

alau merusak segel tera; 
(2) Mengambil air dari pipa sebelum meter air; 
(3) Mengambil air melebihi debit yang ditenlukan dalam izin; 
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7) 

Menyembunyikan titik airataii lokasi pengambilan air bavvah tanah; 
Mcmindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air bawah tanah; 
Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi 
pengambilan air; 
Mengubah konstruksi penurapan mala air atau konsiruksi sumur bor. 

B A I J V i a 
S A N K S I A D M I M 6 1 KASi 

Pasal 2 "t 

(1) Bupati dapat memberikan sanksi kepada pemegang izin apabila tidak melaksanakan 
ketcntuan sesuai pasal 17 Peraturan Daerah ini; 

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa : 
a. Teguran secara lisan; 
b. Teguran secara lertulis; 
c. Penangguhan Izin; 
d. Pencabutan Izin; 

(3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hurufd dilakukan apabila : 
a. l^emegang izin lidak memcnuhi persyaralan yang ditelapkan dalam izin; 
b. Peinegang izm melanggar peraiuran dan perundang- undangan yang berlaku; 
c. Pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak ketiga; . 
d. Berdasarkan pertimbangan teknis, mengganggu keseimbangan air bawah tanah 

setempat dan atau terjadinya kerusakan lingkungan; 

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendaiian adalah : 
(1) Pembinaan, pengawasan dan Pcngcndalian tcrhadap Izin Pcngelolaan Air Bawah Tanah 

dilakukan oleh Bupati; 
(2) Pembinaan. pengawasan dan pengcndalian sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 

dapal dilimpahkan kepada Pejabal yang ditunjuk; 
(3) Dalam mclakukan pembinaan , pengawasan dan Pengendaiian lerhadap Izin Pengelolaan 

Air Bawah Tanah. maka pemegang izin wajib mcmberikan kesempatan kepada peiugas 
uniuk mengadakan pcincriksaan dan penelitian baik yang bersifai administrasi maupun 
teknis; 

(4) Masyarakai dapat melaporkan kepada Bupati, apabila menemukan pelanggaran dalam 
Pengelolaan Air Bawah Tanah seria merasakan dampak negalif sebagai akibat dari 
kegiatan [crsebui. 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Icrlenlu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik uniuk melakukan penyidikan lindak pidana; 

(2) Wewenang penyidik scbagaunana dimaksud pada ayal (1) pasal ini adalah : 

a. Menerima. mencari. mcngumpulkan dan meneliti keterangan alau laporan pengaduan 
dari scscorang tcntang adanya lindak pidana; 

B A B I X 
P E M B I N A A N , P E N G A W A S A N DAN P E N G E N D A L I A N 

Pasat 22 

B A B X 
K M E N T l l A N P E N Y I D I K A N 

Pasai 23 
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b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran pcrbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana; 

d. Memeriksa buku - buku, catatan - Catalan dan dokumen - dokumen lain berkenan 

dengan tlndak pidana; 
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencaiatan 

^ dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti; 
r Dalam keadaan perlu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan 

tanpa surat izin terlebih dahulu scsaat setelah dilakukan penyitan perlu melaporkan 
kepada KetuaPengadilanNcgeri setempat; • 

g. Meminia baniuan tenaga ahli daiam rangka pelaksanaan lugas penyidikan tindak 

pidana; 

h. Menyuruh berhenii dan atau meiarang scseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saai- pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf'e diatas; 

i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; 
j . Mcmanggil orang untuk didengar kctcrangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
k. Menghentiki'n penyidikan; 
I . Melakukan lindakan lain yang perlu uniuk kelancaran penyidikan lindak pidana di 

bidang [lerpajakan dacrah dan menurul hukum yang dapat dipcrtanggungjawabkan, 
m. PPNS dapat meminia bantuan teknis penyidikan dari penyidik P O L R l ; 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) pasal ini memberilahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasi! penyidikannya kepada penuntut umum. 

K K T E N T l i A N P K U A L I M A N 

Pasal :M 

(1) Semiia l /m i\ingclolaan Air Bawah Tanah yang telah mendapat'izin sebeluin diletapkan 
Pcraluran Dacrah uu, masih tclap berlaku sampai dengan bcrahkirnya masa i / in, 

(2) Dengan berlakunya Peraiuran Daerah mi maka semua pemegang i;^m yang Iclah ada 
sebelum Pera-uran Dacrah ini ada wajib mendaltarkan diri pada Dinus Pertambangan 
dan Irmergi. 



i JA i i x n 
PENIjTl' l ' 

Pasai 2> 

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan duilur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasai 26 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar seliap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengtindangan,Peraturan Daerah ini 
dengan jienempatannya daUun Lembaran Daerah Kabupaten Role Ndao. 

Diundangkan tii tiaa 
Pada langgai i I iVbruari 2004 

M : M H A R A N D A E R A H K A M U P A I K N R O I K . N ' D A O lAmiN 2004 . N O M O R 0 1 4 

S E R I K N O M O R 0 0 2 



P E N J E L A S A N 

A T A S 

P E U A T I J R A N D A E R A H K A U U P A T E N R O T E NDAO 
N O M O R 14 T A I I U N 2004 

< 

; i : T E N T A N G 

I \N A I R B A W A H T A N A H 

I) M I) M 

A. La ta r Bclak i ing 

A i r Bawah Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha K.uasa yang sangat 
pemmg bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama 
untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam lersebut sccara bijaksana 
bagi sebesar - besarnya kemakmuran Rakyat sebagaimana diamanatkan oleh 
Undang - Undang Dasar 1945 pasal 33 ayal (3). 

Pengambilan Air Bawah Tanah dalam rangka memenuhi kebutulian air 
minum, rumah tangga maupun pembangunan akan semakin meningkat sejalan 
dengan meningkalnya laju perlumbuhan penduduk dan kegiatan pernbangunan hal 
ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila lidak 
dilakukan pengclolaan sccara bijaksana. 

A i r Bawah Tanah lersimpan dalam lapisan lanah mengandung air yang 
lerbcntuk melalui daur hidrologi. liecara teknis Air Bawah Tanah termasuk sumber 
daya alam yang dapal diperbaharui namun demikian waktu yang diperiukan sangat 
lama. Pengambilan A i r Bawah Tanah yang melampaui kemampuan 
pcngimbuhannya dapat mengakibatkan beberapa daerah kritis Air Bawah Tanah 
terutama Air Tanah Dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala 
kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan 
permukaan tanah serta penyusupan air laul pada daerah pantai. Apabila kondisi 
icrsebut lidak segera dialasi sangal mcmungkinkan timbulnya kerugian lain yang 
Icbih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara 
tiba - tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir. 

B . Pcngelo/aan 

1 Asas Pengelolaan 
Ketersediaannya A i r Bawah Tanah, berada pada lapisan tanah berupa 
cekungan Air Bawah Tanah Cekungan Air Bawah Tanah mcUputi 
daerah - ^aerah dimana berlangsung kejadian hidrogiologis. Bedasarkan 
cakupan luasnya, maka baias cekungan Air Bawah Tanah tidak selalu bersama 
dengan batas adminisirasi, bahkan pada satu wilayah cekungan A i r Bawah 
Tanah dapat melipuli lebih dari salu Dacrah Administrasi Kabupaten, maka 
pengclolaan Air Bawah Tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara 
lerpadu yaitu mencakup kawasan pcngimbuhan, pengaliran dan pengambilan. 

2 Kegiatan Pengelolaan. 
Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan A i r Bawah Tanah terpadu pada kegiatan 

inventarisasi, konservasi dan penggunaan A i r Bawah Tanah. 



Inventarisasi diniaksudkan untuk niengetahui kondisi potensi Air Bawah 
Tanah pada setiap eekungan Air Bawah Tanah serta untuk mengetahui kondisi 
pengambilan Air Bawah Tanah di seluruh cekungan tersebut. 
IConservasi bcrlujuan untuk mclakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan 
hidrologis Air Bawah Tanah scrla melakukan pemantauan muka Air Bawah 

Tanah seria petnulihan terhndap cekungan yang sudah dinyatakan rawan alau 
kritis. 

Percncanann pendayagunaan bcrtujuan untuk meiaksanakan perencanaan 

terhadcip pengambi/an Air Bawah Tanah, pemanfaatan iahan didacmh 

resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan. 
Pengavvasan dan pengendaiian bertujuan untul; mengawasi dan 
mengendalikan lerhadap kegialan pengambilan Air Bawah Tanah baik dari 
aspek Icknis maupun kualitas dan kuantitas. 

3 Pcrizinan 

Perizinan pengambilan Air Bawah Tanah merupakan salah satu alat 
pengendali dalam pengeloiaan Air Bawah Tanah dan pcmberian ;>en'2inan 
Penganibilan Air Bawah Tanah dikeluarkan oleh Bupali. 

4 Pelaksanaan 
Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Air Bawah Tanah dilaksanakan sccara 
terkoordinasi dengan instansi terkail. 

Pasal 10 ayal (2) huruf h : yang dimaksud dengan air untuk kepentingan Iain adalah air 
rekreasi, air untuk taman dan air untuk kolam renang; 

Pasai 1 I s/d pasal 32 : cukup jelas 

I I . P A S A L D E M I P A S A L 

Pasal 1 s/d pasal 9 : cukup jelas; 

Pasal 33 ayat (2) yang dimaksud dengan keadaan diluar kekiuisaannya seperti 
terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi. 

Pasal 34 s/d 44 cukup jelas 
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